
 
 

 
 
 

 
 

                                     PROVINSI BANTEN 

 

 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

 NOMOR   55  TAHUN  2014  45   TAHUN 2012   
 

TENTANG 
 

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN                     

KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PANDEGLANG, 
 
Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan 
pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 
Anggaran 2015 dalam rangka pemenuhan azas 
efektif, efisien, transparansi dan bertanggungjawab 
dengan memperhatikan azas keadilan dan 
kepatutan serta manfaat untuk masyarakat, 
diperlukan suatu acuan untuk diimplementasikan 
secara menyeluruh;  
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pandeglang 
Tahun Anggaran 2015; 

 

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4421); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5589); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 95); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4693); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4817); 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Memperhatikan 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi  Republik 
Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

18. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 
70 Tahun 2012; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 
2014 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 
7); 

1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 53 Tahun 
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 
910/Kep.484-Huk/2014 tentang Standar Satuan 
Harga Barang Kabupaten Pandeglang Tahun 2015; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN 
PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2015. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati  adalah Bupati Pandeglang. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang. 

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat 
Daerah Kabupaten Pandeglang. 

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang. 

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Pandeglang. 

9. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPKA 
adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah 
Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang yang menggunakan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). 

11. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang berasal dari APBD dan/atau APBN.  

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah.  

15. Pejabat Pembuat Komitmen yang disingkat PPK selaku Koordinator PPTK 
adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. 

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat 
PPKD-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPD. 



18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang atau jasa milik daerah.  

20. Penyimpan Barang adalah pegawai yang ditugaskan menerima, 
menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan Satuan Kerja. 

21. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus 
barang daerah yang ada di setiap Satuan Kerja. 

22. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang 
terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa 
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

24. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 
yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Konsultansi/Jasa Lainnya. 

25. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk 
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam 
Pengadaan Barang/Jasa. 

26. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang 
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai. 

27. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya di sebut dengan 
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh  
Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya 
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh 
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.  

28. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik 
lainnya.  

29. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 
adanya olah pikir (brainware). 



30. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu 
yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata 
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan 
suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain 
Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan 
Barang. 

31. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti 
pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi 
dibidang Pengadaan Barang/Jasa. 

32. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya 
direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi 
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 

33. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok 
Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan 
yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan 
Barang/Jasa. 

34. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak 
adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa 
atau pelaksana Swakelola. 

35. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti 
oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
memenuhi syarat. 

36. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu 
melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 

37. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

38. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan 
Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

39. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 
untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa 
Konsultansi yang memenuhi syarat. 

40. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 
untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah). 

41. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang 
memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang 
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 



42. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang 
memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga 
pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan 
Harga Satuan. 

43. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 

44. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada 
Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan 
Langsung. 

45. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan 
tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat 
(unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia 
Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin 
terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. 

46. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi 
tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain 
khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

47. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit 
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa di Pemerintah Daerah yang bersifat permanen, dapat 
berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 

48. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE 
adalah Unit kerja Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan 
sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

49. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian 
Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Langsung. 

50. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang 
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 

51. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi 
lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan 
pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 

52. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah 
dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota 
dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa 
untuk melaksanakan Tugas tertentu. 

53. Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara kepada kabupaten dengan tujuan untuk mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan 
sesuai dengan prioritas nasional. 

 

 



BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 
 

(1) Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pandeglang 
dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pembangunan 
Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 bagi SKPD dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pandeglang. 

(2)  Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pandeglang 
bertujuan untuk penyeragaman dan meningkatkan tertib administrasi 
dalam pelaksanaan pembangunan. 

 

BAB III 
SISTEMATIKA PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

 

Pasal 3 
 

(1) Sistematika Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan, sebagai 
berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

BAB II PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

BAB IV  PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA 

 BAB V  MONITORING DAN PENGENDALIAN 

 BAB VI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

BAB VII PENUTUP 

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
BAB IV 

KETENTUAN LAIN 
 

Pasal 4 
 

(1) Bentuk-bentuk/format dokumen yang diperlukan dalam pengadaan 
barang/jasa antara lain : 

 

a. Form Rencana Umum Pengadaan (RUP); 
b. Form Pembelian Langsung; 
c. Form Pengadaan Jasa Konstruksi; 
d. Form Serah Terima Pekerjaan Jasa Konstruksi; 
e. Form Pengadaan Barang; 
f. Form Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang. 

 

(2) Bentuk-bentuk/format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 



 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pandeglang. 

      
  Ditetapkan di   Pandeglang 

           pada tanggal  30 Desember 2014 
 

BUPATI PANDEGLANG, 

Cap/ttd 

 
ERWAN KURTUBI 

Diundangkan di    Pandeglang  
pada tanggal 30 Desember 2014  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 

 
                 Cap/ttd 

 
           AAH WAHID MAULANY 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 55



 

 


